SALINAN

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat : 1.
2.
3.
4.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan kebijakan
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor ‘54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

:1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Surat Edaran Dirjen BAKD nomor 900 tahun 2007 tentang Pedoman
Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.



11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

12.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

13.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

16.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

17.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.

20.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya
disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran
belanja langsung dari kegiatan yang karena beberapa alasan tidak
dapat selesai pada tahun anggaran berjalan dan harus dilanjutkan
pada tahun anggaran selanjutnya.

22.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

25.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.



26.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

27.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

28.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

29.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

30.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

31.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaiji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

32.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

33. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

34.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

35.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan.

36.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.



37.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Bagian Kedua
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

Bagian Ketiga
Kebijakan Kapitalisasi

Pasal 3

(1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan
tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan
peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan,
pembangunan jalan/irigasifjaringan, pembelian Aset Tetap lainnya
sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

(2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dirinci sebagai berikut :

a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor
tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,
dan pengurugan;

b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga
barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan
biaya selama masa uji coba;

c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :

1. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang
dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai
kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, dan jasa konsultan; dan

2. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang
dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak
langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, dan biaya perizinan.

d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :

1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui
kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan lama; dan



2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya
langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya
bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :

1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui
kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang
diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan

2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,
biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada
diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

f. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga
kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi;

g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :

1. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, dan biaya perizinan; dan

2. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung
sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, dan jasa konsultan.

(3) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan
oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya
pengurusan;

(4) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang
dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga
pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan
kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau
harga pasar yang berlaku;

(5) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi
ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan
manfaat;

(6) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk
pengurugan dan pematangan;

(7) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk
meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.



Pasal 4

(1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

(2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah
raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu
rupiah); dan

b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau
lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasifjaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

BAB I
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud
pada peraturan ini meliputi :

a. sistem dan prosedur perencanaan keuangan daerah;
b. sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah; dan
c. sistem dan prosedur peertanggungjawaban keuangan daerah.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Perencanaan keuangan daerah adalah rangkaian kegiatan meliputi
penyusunan RKA - SKPD, DPA - SKPD, DPAL - SKPD, DPPA - SKPD
serta Anggaran Kas.

(2) Sistem dan prosedur perencanaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, selanjutnya diatur pada Lampiran A Peraturan
Bupati ini.



10

Bagian Ketiga
Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Penatausahaan keuangan daerah adalah meliputi kegiatan penerimaan
pendapatan dan pengeluaran belanja.

(2) Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah meliputi :
a. pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan;
b. pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
c. pendapatan daerah melalui Kas Daerah.
(3) Penatausahaan pengeluaran belanja daerah meliputi :
a. pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD);
b. pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
c. pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM);
d. pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
e. pembuatan SPP, SPM, dan SP2D Nihil.

(4) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 dan 3, selanjutnya diatur pada Lampiran B
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Sistem Dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 8

(1) Pertanggungjawaban keuangan daerah adalah rangkaian kegiatan
meliputi :

a. pembuatan  Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan;

b. pembuatan  Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan Pembantu;

c. pelaksanaan belanja untuk penggunaan Uang Persediaan (UP);

d. pembuatan  Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran; dan

e. pembuatan  Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

(2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur pada
Lampiran C Peraturan Bupati ini.
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BAB il
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur
tersendiri dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, peraturan bupati yang
mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H.SJACHRUDDIN. MS, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

BERITADAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /*
¥an Hukum
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